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ABSTRAK

Kasultanan Yogyakarta telah berlangsung sejak 1755,
atau lebih dikenal dengan momentum Perjanjian Giyanti.
Sejak saat itu, secara sah kerajaan yang kemudian berbasis di
Yogyakarta berdiri dengan Sultan pertama yakni Pangeran
Mangkubumi yang berganti nama menjadi Sultan Hamengku
Buwono |. Kasultanan terus berjalan sebagaimana mestinya
hingga hari ini di segala bidang urusannya hingga hari ini,
termasuk pada urusan suksesi. Di sisi lain, hari ini
Yogyakarta atau Kasultanan Yogyakarta merupakan bagian
dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
menyandang status “Istimewa” dengan payung hukumnya
yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Terkhusus
untuk urusan suksesi, Kasultanan Yogyakarta menggunakan
sistem turun temurun sebagai cara pemindahan kekuasaan.
Penelitian ini meneliti koridor suksesi, yakni prinsip suksesi,
yang dijalankan oleh hukum internal Keraton dengan
menggunakan hukum Islam sebagai alat analisanya dalam
rangka menjalankan amanat yang tertuang dalam undang-
undang nomor 13 tahun 2012 tersebut.

Jenis penelitian ini ialah penelitian normative studi
kepustakaan, atau ‘lebih "dikenal 'dengan metode penelitian
Library. = Research dengan ~ menggunakan . ‘pendekatan
kesejarahan. _Penelitian .ini. . dilakukan. dengan cara
menghimpun data-data yang bersumber dari serat Karaton,
artikel, dan karya tulis yang terkait dengan suksesi di
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Teknik analisis data
yang digunakan ialah analisis data kualitatif, karena data
yang diperoleh bukan berupa angka dan tidak diwujudkan
dalam bentuk statistic, melainkan berupa informasi naratif.

Hasilnya, sebab utama Kasultanan Yogyakarta
menggunakan sistem turun temurun perihal suksesi ialah



bahwa bentuk kewilayahannya masih dan tetap menggunakan
sistem nagari. Dari nagari, setidaknya terdapat dua prinsip
suksesi yang terdapat dalam paugeran Keraton yang harus
dan selalu dilaksanakan oleh seorang Sultan dalam
menentukan calon Sultan berikutnya, yakni prinsip
keberlangsungan suksesi dan prinsip kualifikasi calon Sultan.
Prinsip ini telah dijalankan sejak pertama kali suksesi terjadi
di Kasultanan ini. Prinsip keberlangsungan yang dimaksud
lalah, prinsip perang, prinsip maskulinitas gender, prinsip
pengakuan, dan prinsip kecakapan mental sosial. Sedangkan
prinsip kualifikasi, yakni sesuai dengan ajaran yang tertuang
dalam Serat Asthabrata. Dalam prinsip-prinsip tersebut juga
telah menggambarkan tindakan dalam upaya melaksanakan
hukum Islam, baik yang diajukan oleh Al mawardi ataupun
Ibn Taimiyyah. Seperti pemilihan pemimpin melalui proses,
yang oleh Imam Al Mawardi disebut, Al Ikhtiyar dan dalam
istilah 1bn Taimiyyah disebut Al Syawkah.

Kata kunci: Suksesi, Kasultanan Yogyakarta, Paugeran.



ABSTRACT

Yogyakarta Sultanate has been going on since 1755, or
better known as the momentum of the Giyanti Agreement.
Since that time, the kingdom which was later based in
Yogyakarta was legally established with the first Sultan,
Prince  Mangkubumi, who changed his name to Sultan
Hamengku Buwono I. The Sultanate continues as it should be
to this day in all areas of its affairs to this day, including
succession matters. On the other hand, today Yogyakarta or
Yogyakarta Sultanate is part of the territory of the Unitary
Republic of Indonesia with the status of “Special” with its
legal umbrella namely Law Number 13 Year 2012.
Specifically for succession matters, the Sultanate of
Yogyakarta uses a hereditary system as a way of transferring
power. This research examines the succession corridor,
namely the principle of succession, which is carried out by
the internal law of the Palace using Islamic law as a means of
analysis in order to carry out the mandate contained in law
number 13 of 2012.

This type of research is a normative study of library
studies, or better known as the Library Research research
method using "a historical “ approach.  This research was
conducted hy collecting data sourced from Karaton fibers,
articles and papers-related .to succession .in Ngayogyakarta
Hadiningrat Sultanate.” Data “analysis™ technique used is
qualitative data analysis, because the data obtained are not in
the form of numbers and are not realized in the form of
statistics, but in the form of narrative information.

As a result, the main reason that the Sultanate of
Yogyakarta uses a hereditary system of succession is that the
territorial form still uses the nagari system. From the nagari,
there are at least two principles of succession contained in the



Sultan's assembly which must and are always carried out by a
Sultan in determining the next Sultan candidate, namely the
principle of continuity of succession and the principle of
qualification of Sultan candidates. This principle has been
implemented since the first succession occurred in this
Sultanate. The principle of sustainability in question is, the
principle of war, the principle of gender masculinity, the
principle of recognition, and the principle of social mental
skills. While the principle of qualification, which is in
accordance with the teachings contained in the Serat
Asthabrata. In these principles also have described actions in
an effort to implement Islamic law, both proposed by Al
Mawardi or Ibn Taimiyyah. Like the election of leaders
through a process, which is called by Imam Al Mawardi, Al
Ikhtiyar and in terms of Ibn Taimiyyah called Al Syawkah.

Keywords: Succession, Yogyakarta Sultanate, Paugeran.
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MOTTO
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Aku ra iso ngekei opo-opo marang awakmu le, mek nggur iso
ngandani, opo seng awakmu ndue saiki kabeh soko pengeran.
Haza min fadli rabbt. Syukurono, ben gak isin lek arep

njalok seng liyo.
—Ayahanda, Kyai "Afif Baedlowi—

Ojo kesusu lan ojo meksokake. Kabeh seng wes ditulis
tumrape jenengmu mesti bakal mbalek marang awakmu,

samono ugo sawalik e.
—Si Mbah KH. Mamun Zubair—

Pada akhirnya, idealisme hanya menjadi alat tukar guna
mendapatkan tujuan pragmatis. Sosial menjadi pelumas
kepentingan individual. Agamawan sibuk berebut pengikut.

Hanya satu kata, “Robehkan Dominasi Senior”.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin
yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
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A. Konsonan huruf tunggal

Huruf | Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
\ Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
o Ba B Be
& Ta’ N Te
& Sa’ S Es (titik di atas)
Jim J Je
d
z Ha' H Ha (H titik dibawah)
. Kha: Kh Ka dan ha
C
3 Dall D De
3 Zal A Zet/(titik di atas)
Ra R Er
J
. Zai Z Zet
J
o Sin S Es
5 Syin Sy Es dan ye
o Sad S Es titik dibawah
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o Dad D De titik dibawah
L Ta T Te titik dibawah
L Za Z Zet titik dibawah
t ‘ain Koma terbalik di atas
'Z' Gain G Ge

b Fa F Ef

3 Qaf Q Qi

B Kaf K Ka

J Lam L El

. Mim M Em

3 Nun N En

5 Wau W We

a Ha' H Ha

. Hamz - Apostrof

ah
% Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis

rangkap, contoh 4w ditulis sunnah

C. Ta Marbutah diakh
1. Bila dimatikan di

ir kata

tulis H, kecuali untuk kata-kata

arab yang sudah terserap menjadi bahasa
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Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh; 4| ditulis jama'ah.

2. Bila dihidupkan ditulis t,
contoh: ¢ d’y\&ojfditulis Karamatul auliya®

. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan Dammah ditulis
u.

. Vokal Panjang

A panjang ditulis a, I panjan ditulis 1, dan U panjang
ditulis G, masing-masing dengan tanda setrip (-) di
atasnya.

. Vokal-vokal yang berurutan dengan satu kata,

dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh: (t':;\\ ditulis 4 ‘antum

. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak belaku pada:

a. ~Kosa- kata Arab-yang lazim dalam bahasa
Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Quran,
hadits, mazhab, syari’at dan lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab,
namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti
judul Al-Hijab.
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C.

Nama pengarang yang menggunakan nama
Arab, tetapi berasal dari negara yang
menggunakan huruf latin, mislanya Quraish
Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama  penerbit di  Indonesia  yang
menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah

dan, Mizan.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia  memilih  bentuk  Negara kesatuan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945,
“Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
Republik”. Penempatan di awal ini merupakan suatu
ketegasan terhadap bentuk Negara Indonesia. Bahkan ada
elemen yang mempertahankan bentuk Negara ini yaitu pada
Pasal 37 ayat (5), “Khusus mengenai bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan’”.

Dan dalam Negara kesatuan, wilayah dibawahnya
terbagi ke dalam  provinsi-provinsi,  kabupaten/kota,
kecamatan, dan sampai tingkat paling rendah yakni
kelurahan. Dan Negara juga mengakui adanya daerah yang
bersifat khusus. Seperti. tertuang -dalam. Undang-Undang
Dasar ‘Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat
(1) disebutkan,“Negara mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau
istimewa yang diatur dengan undang-undang.”. Pasal
tersebut dengan jelas dan tegas menjelaskan bahwa Negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Secara yuridis,

bahwa keistimewaan Yogyakarta telah diakui di Negara



Indonesia sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 18B ayat
(1) 1945 tersebut. Dalam undang-undang yang lain, Nomor
22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2)
dinyatakan,

“Keistimewaan peraturan daerah dalam undang-
undang ini hanya mengenai kepala daerahnya dalam
pasal 18 ayat (5) dan (6) dimana ditentukan bahwa
kepala/wakil kepala daerah Istimewa diangkat oleh
pemerintah dari ketrurunan keluarga yang berkuasa di
daerah itu dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran,
dan dengan mengikat adat-istiadat itu. .

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu dari

beberapa daerah istimewa di Indonesia. Melalui UU
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang
terdiri dari 16 Bab dan 51 Pasal. Dari sumber di atas,
jelaslah keberadaan keistimewaan Kasultanan Yogyakarta
di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik secara de
jure maupun de facto.

Tidak hanya' sampai di situ,” dalam" UU Nomor 13
Tahun. 2012 'juga menyebutkan  bahwa ' pemimpin Keraton
Yogyakarta sudah menjadi barang pasti menjadi gubernur
Yogyakarta. Padahal, pada faktanya, Kegubernuran dan
Keraton merupakan dua entitas yang berbeda. Dapat
dipahami bahwa Kegubernuran berfokus pada masalah-
masalah yang bersifat kontemporer-sosial, seperti birokrasi,
kebijakan publik, layanan kesehatan, pendidikan, dan

keamanan. Sedangkan Keraton berfokus pada masalah-



masalah kebudayaan Yogyakarta, seperti sekaten, nyadran,
grebeg mulud, mios gongso, dan sebagainya yang bernuansa
budaya keyogyakartaan.

Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal
7 ayat (2) meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan,
tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan;
pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah
Daerah Yogyakarta mempunyai kewenangan yang meliputi
kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi
DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung
arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan
sekaligus wakil,pemerintah pusat di daerah:

Sedangkan, fakta hari ini‘falah Kasultanan Yogyakarta
menggunakan-sistem monarki ditengah sistem demokrasi.
Monarki merupakan sistem pemerintahan atau sejenis
pemerintahan tertua yang ada di muka bumi ini yang telah
dan sampai sekarang masih diaplikasikan di beberapa negara
tertentu. Monarki secara terminologi, dilihat dari bahasa

Yunani yaitu monos yang berarti satu dan archein yang



berarti pemerintah. Dalam bahasa Inggris, Monarki berasal
dari kata monarch yaitu raja’.

Secara singkat sistem pemerintahan Monarki adalah
kekuasaan politik dimana raja atau ratu sebagai pemegang
kekuasaan dominan negara. Pengertian Monarki dari
dictionary-reference bahwa monarki dapat diartikan sebagai
kekuasaan yang diturunkan dan dimiliki oleh raja, ratu atau
emperor; Monarki juga dapat diartikan sebagai penguasa
mutlak dalam suatu bangsa atau negara.

Sistem pemerintahan monarki sebenarnya tidak jauh
berbeda dengan sistem pemerintahan militer atau otoriter
ataupun tirani, akan tetapi, Raja sebagai kepala pemerintahan
utama dalam sistem pemerintaha monarki memiliki fungsi
sakral dalam kedudukan dan dirinya. Hal inilah yang
membuat rakyat atau warga negara/kerajaan ini menerima
dengan status pemerintahan mutlak ditangan satu orang ini.

Sistem pemerintahan monarki: juga tidak terlepas dari
istilah"darah biru atau keturunan bangsawan khususnya pada
awal peradaban. hingga abad ke-19 ini. Darah biru atau gelar
bangsawan pada beberapa daerah dianggap sebagai titisan
Tuhan ataupun sebagai tangan kanan Tuhan. Adapun yang
menganggap Raja sebagai penerus pesan dari Tuhan (seakan
akan nabi).

! Dalam jurnal Sistem Pemerintahan Monarki dan Bentuk
Pemerintahan Monarki

Z Secara garis besar, paugeran terisi atau terjadi akibat dua hal,



Maka menjadi menarik untuk diteliti ketika pemimpin
Keraton yang menggunakan sistem suksesi turun temurun
seperti tertuang menurut konstitusi Kasultanan; paugeran’
dan sistem pemerintahan Islam secara otomatis akan menjadi
pemimpin provinsi yang menggunakan sistem demokratis.
Juga seperti yang telah kita tahu bersama, bahwa secara
singkat konstitusi adalah aturan atau hukum yang berlaku dan
tercatat secara resmi di suatu daerah, baik tingkat regional,
nasional, maupun internasional.> Sifat keberlakukan
konstitusi tentu terbatas oleh ruang dan waktu.

Di sisi lain, Kasultanan Yogyakarta yang notabene
menjalankan pemerintahan Islam juga patut ditelisik menurut
sejarah kelslaman pula yang berkaitan dengan konstitusi. Jika
ditinjau pada sejarah Nabi ketika di Madinah, Nabi juga
menyusun konstitusi. Nabi yang kapasitasnya sebagai
penjelas terhadap ayat Al-Qur'an, dalam menghadapi
masyarakat Madinah yang majemuk antara golongan muslim
dan nonmuslim, khususnya:  kaum Yahudi, Nabi membuat
perjanjian tertulis dengan mereka, yakni,Piagam Madinah. Isi
perjanjian itu, terutama menitikberatkan persatuan kaum
Muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan beragama

bagi semua golongan, menekankan kerjasama, persamaan

2 Secara garis besar, paugeran terisi atau terjadi akibat dua hal,
yakni kebijakan masa lalu dari Sultan-Sultan sebelum Sultan yang sedang
menjabat dan kebudayaan yang sudah terjalankan di masa lalu.

3 kBBI



hak dan kewajiban di antara semua golongan dalam
mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan mengikis
segala bentuk perbedaan pendapat yang timbul dalam
kehidupan bersama.

Secara prinsipil, dasar konstitusi dalam Islam telah
tertuang dalam Al-Qur an secara implisit. Al-Qur'an telah
menggariskan prinsip-prinsip dasar berupa seperangkat nilai
etika untuk dijadikan bahan rumusan konstitusi sebagai
landasan bagi kehidupan bernegara. Namun kerjasama
kebangsaan pertama kali yang menandai peradaban baru yang
dilakukan oleh Rasulullah saw yang berkenaan dengan sistem
bernegara ialah dengan menyusun Piagam Madinah. Dalam
piagam tersebut dituliskan dengan jelas hak-hak dan
kewajiban pihak-pihak yang ada saat itu untuk bersama-sama
menjaga kerukunan seperti yang dipaparkan sebelumnya.

Namun perlu dimengerti pula bahwa suksesi
Kasultanan - Yogyakarta berlangsung- tetap. selama berabad-
abad “dengan . menggunakan /maskulinitas gender yang
merupakan. bagian-dari - paugeran ;adat. Dengan kata lain,
paugeran adat adalah sumber hukum Kasultanan Islam
seperti Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan
Al-Qur’an, hadis, ijmak (kesepakatan ulama), qiyas
(penafsiran ulama), ‘urf (tradisi budaya) dalam Islam.

Paugeran merupakan konstitusi internal Kasultanan

Yogyakarta. Padanan kata lainnya dari paugeran adalah



pathok atau pathokan. Di antara arti kata pathokan adalah
dasar hukum dan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Dari itu semua keterangan dan penjelasan tersebut
disimpulkan oleh KRT. Jatiningrat* bahwa paugeran itu
bukan untuk kepentingan pribadi dan bersifat tetap.

Hal lain yang sangat mengusik rasa penasaran peneliti
ialah proses hukum dan pembuatan hukum yang terjadi dan
berjalan di Kasultanan Yogyakarta sehingga mampu
melahirkan pemimpin yang kemudian akan memimpin entitas
yang lain juga; gubernur DIY. Hal lain yang mendukung
keresahan peneliti ialah penemuan model pemerintahan
kontemporer yang berbasis pada model pemerintahan
tradisional yang dimiliki oleh Indonesia.

Oleh sebab pemaparan di ataslah, penelitian yang
berjudul SUKSESI DALAM PAUGERAN DI
KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT
ini segera:dilakukan dan .ditulis; secara library-research. Hal
tersebut dikarenakan oleh < beberapa alasan, diantaranya,
pertama bahwa pihak-Keraton -masih-belum berkenan jika
menelisik lebih jauh mengenai 3 hal, yakni suksesi, anggaran,
dan pertanahan. Maka peneliti lebih mengambil jalan aman
guna menghindari perdebatan yang menegang dengan cara
kajian literatur kepustakaan. Kedua, telah banyak literasi

yang menyinggung mengenai suksesi Keraton, namun belum

* Pengageng tepas dwarapura Kasultanan Ngayogyakarta



menuliskan dengan tegas dan jelas prinsip suksesi yang
digunakan oleh pihak Keraton dalam merumuskan dan
menentukan putera mahkota. Ketiga, pembahasan ini telah
banyak menyita perhatian kalangan, baik akademisi maupun
masyarakat biasa yang kemudian menimbulkan pertanyaan
mengenai kepastian keberlangsungan Keraton Kasultanan
Yogyakarta Hadiningrat.

Tentu akan menjadi peredam konflik kenegaraan yang
bernuansa sistem Negara tradisional jika penelitian ini sampai
pada tahap pemodelan dan penyusunan rumusan suksesi
Negara yang berbasis pada khazanah keindonesiaan.

B. Rumusan Masalah

Secara garis besar, beberapa permasalahan sudah
termuat pada sub-bab sebelumnya. Dari pemaparan diatas
pula, maka yang menjadi pokok permasalahan yakni;

1. Bagaimana bentuk Nagari di Kasultanan Yogyakarta

dalam-Perspektif Abu A’la Al Maududi ?

2. Apa yang menjadi: prinsip suksesi dalam hukum

Kasultanan-Y agyakarta; paugeran,?
3. Bagaimana prinsip dalam paugeran tersebut sejalan
dengan prinsip suksesi perspektif Al Mawardi dan
Ibn Taimiyyah ?
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Menjelaskan konsep Nagari yang dijalankan oleh

kasultanan  Yogyakarta dengan menggunakan



perspektif prinsip negara menurut Abu A’la Al
Maududi.

2. Mencari dan  memaparkan prinsip  dalam
menjalankan suksesi menurut paugeran sejak
pertama kali terjadi suksesi hingga suksesi terakhir.

3. Menjelaskan prinsip dalam menjalankan suksesi
menurut paugeran Kasultanan Yogyakarta serta
kesejalanan dengan suksesi dalam perspektif Al
Mawardi dan Ibn Taimiyyah.

D. Telaah Pustaka

Terdapat  beberapa  penelitian  yang  sedikit

bersinggungan dalam salah satu aspek dengan penelitian yang
hendak peneliti lakukan. Namun meski demikian, peneliti
belum menemukan secara jelas penelitian yang memiliki
fokus kajian yang sama dengan yang hendak diteliti oleh
peneliti. Temuan pustaka yang peneliti dapatkan mengerucut
pada satu-kesimpulan bahwa penelitian yang hendak dikaji
oleh peneliti merupakan penelitian terbaru, atau minimalnya
belum dikaji dalam-fokus yang sama.

Adapun beberapa temuan pustaka yang didapatkan

dalam buku dan tesis sebelumnya. Untuk buku terkait ialah;

1. Buku vyang berjudul Kraton Surakarta dan
Yogyakarta 1769-1874, buku ini diterbitkan oleh
Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Selain itu, buku ini

memiliki ketebalan xxvi + 865 hlm. 16 x 23 cm. buku
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ini ditulis olen S Margana melalui penelitian
kepustakaan yang ia lakukan. Maka tak heran jika
buku ini merupakan sebuah kompilasi dokumen-
dokumen Jawa yang mencakup  berbagai
permasalahan; politik, hukum, ekonomi, agraria,
pedesaan, adat dan ritual kraton di Jawa, yaitu
Kasultanan  Yogyakarta, dan Kasunanan dan
Mangkunegaran Surakarta. Buku ini dihadirkan untuk
memberikan alternatif baru bagi para sejarawan
Indonesia yang ingin mengkaji sejarah Jawa dengan
menggunakan  sumber-sumber  Jawa  sendiri.
Kaitannya dengan penelitian peneliti ialah bahwa
buku ini bersumber pada dokumen dan memuat hal-
hal umum yang terjadi di Kasultanan dan kasunanan
berdasar pada temuan dokumen, sedangkan peneliti
akan memfokuskan pada aspek hukum dan praktik
ketatanegaraan tradisional yang berlandaskan Islam.

. “Yang selanjutnya adalah buku yang berjudul Tahta
untuk-Rakyat..Buku ini-ditulis-eleh-Mahamad Roem
dkk. Buku ini berisikan biografi sultan HB IX dan
perjalanan HB IX dalam menjalankan roda
pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta. Buku ini
juga memaparkan bagaimana sultan HB IX
menjalankan hukum-hukum keraton dan

mencerminkan bagaimana hukum tersebut terlahir.
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Namun tidak dijelaskan secara rinci dari aspek
hukum. Buku ini lebih berisi pada Tanya-jawab antara
peneliti dengan sultan HB IX.

. Selanjutnya, terdapat tesis Kekuasaan Politik Raja
Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
dalam Perspektif Partai Politik. Tesis ini ditulis
olen Pamela Maher Wijaya pada tahun 2011. la
berasal dari program studi Studi Islam dari UIN
Sunan Kalijaga. Kajian ini berfokus pada proses
pemilihan kepala daerah yang menjadi titik fokus
perdebatan pada RUUK Yogyakarta. Penelitian ini
mengarah pada praktik transaksi politik tradisional
menuju modernism politik dan dampaknya pada
masyarakat Yogyakarta.

. Selanjutnya, skripsi dengan judul Penetapan
Gubernur DIY menurut pandangan partai
demokrat. Ditulis oleh Shella Marcelina pada tahun
2014 silam dari fakultas Syariah' dan Hukum, UIN
Sunan-Kalijaga: Seperti tertera padajudul, penelitian
ini berfokus pada pandangan dan sikap partai
democrat pada mekanisme peralihan kepemimpinan
yang terjadi di pemerintahan DIY.

. Terakhir, yakni jurnal yang ditulis oleh Wahyuni
Choiriyati, Dosen Universitas Gunadarma. Dengan

alamat jurnal yakni Jurnal IImu Komunikasi, Vol. 15,
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No. 1, 01-04 2017, hlm. 73-84. Jurnal tersebut
berjudul Suksesi  Kepemimpinan Kraton
Ngayogyakarta  dalam  Dualitas  Struktur.
Penelitian  ini  berfokus untuk  menjelaskan
pemakanaan masyarakat Yogyakarta terkait sabdaraja
dan segala hal yang berkaitan dengan struktur
kekuasaan dan budaya yang melingkupinya. Sejak
tercetusnya wacana suksesor Sultan HB X adalah
seorang perempuan, telah terjadi perdebatan panas
diselurun kalangan. Puncaknya pada Mei 2015
dengan penobatan putri sulung Sultan menjadi
Mangkubumi.
E. Kerangka Teoretik
1. Tinjauan Idealitas Negara dalam Al-Qur an
Ayat Al-Qur an merupakan petunjuk yang perlu digali
lagi secara mendalam maknanya supaya mendapatkan
maksud yang hakiki-dari tiap-tiap ayatnya. Adapun ayat yang
menunjukan asas sebuah Negara minimalnya terdapat 4 ayat
dalam 4 surat-yang berbeda. \Dapat diperhatikan ayat-ayat

tersebut ialah;
3{7"/ = |- o7 e 2.5 F w 50" e 2~
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Menurut Jalalain, maksud dari doa Ibrahim “Ya
Tuhanku, jadikanlah ini” maksudnya tempat ini baladan
aminan (sebagai suatu negeri yang aman). Doanya
dikabulkan Allah sehingga negeri mekah dijadikan-Nya
sebagai suatu negeri yang suci, darah manusia tidak boleh
ditumpahkan, seorangpun tidak boleh dianiaya, tidak boleh
pula diburu binatang buruannya, dan dicabut rumputnya.
Warzuq ahlahu min al-ssamarat (dan berilah penduduknya
berupa buah-buahan) dan inni juga sudah menjadi kenyataan
dengan diangkutnya berbagai macam buah-buahan dari
negeri Syam melalui orang-orang yang hendak tawaf
sekalipun tanahnya merupakan suatu tempat yang tandus
tanpa air dan tumbuh-tumbuhan®.

Man:-amana iminhum: bi «a/iahi wa alsyaumi al-akhir
(yakniyang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari
yang akhir), merupakan “badal’ atau kalimat pengganti bagi
“penduduknya” yang dikhususkan dengan doa, sesuai dengan
firman-Nya “dan janji-Ku ini tidaklah mencapai orang-orang

yang aniaya”. Qala (firman Allah), wa (dan) kuberi rezeki

® Surat al-Bagarah [2]: 126

® Imam Jalalain, Tafsir Jalalain (Bandung; Sinar Baru Algesindo,
2009), Juz 1. him. 65
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pula- man kafara fa’ matti'uhu (orang-orang kafir lalu kuberi
kesenangan), Qalilan (sedikit) atau sementara yakni selama
hidup di dunia dengan rezeki. Summa adtorruhu (kemudian
kupaksa ia) di akhirat kelak. /la ’azabi al-nnar (menjalani
siksa neraka) sehingga tidak mendapatkan jalan keluar. Wa
bi'sa al-masir (dan itulah seburuk-buruknya tempat
kembali)’.

Sedangkan menurut Quraish Shihab, ayat ini masih
meruapakan lanjutan dari uraian tentang keutamaan yang
dianugerahkan Allah kepada nabi lbrahim AS. Kali ini,
perintah untuk mengingat dan merenungkan masih
dilanjutkan, titik tekannya pada jadikanlah negeri ini dimana
ka’bah berada dan dimana aku dan keluargaku tinggal
jadikanlah ia negeri yang aman sentosa, yakni penduduknya
yang hidup damia dan harmonis dan berikanlah rizki berupa
buah-buahan kepada penduduknya yang beriman saja
diantara mereka kepada AHah dan. hari- kemudian. Allah
berfirman meluruskan doa ' nabi = Ibrahim = sekaligus
mengabulkannya -bahwa .“kepada yang- beriman akan
kuberikan rizki dan juga kepada siapa yang kafir dia ku
senangkan sedikit, yakni sebentar dalam kehidupan dunia

saja, bahkan bisa jadi lebih senang dari yang beriman,

" Ibid.
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kemudian aku paksa ia menuju siksa neraka dan itulah
seburuk-buruk tempat kembali®,

Lanjut Shihab, doa nabi Ibrahim AS untuk menjadikan
kota Mekah dan sekitarnya kota yang aman adalah untuk
menjadikan keamanan yang ada disana berkesinambungan
hingga akhir masa. Atau menganugerahkan kepada penduduk
dan pengunjungnya kemampuan untuk menjadikannya aman
dan tenteram®.

Ayat selanjutnya, ialah;
Calz :CUT \os J.;_;\ < r,,..aaj\ Jé 3\/

o G pes 25 ol 3 s

Jalalain memaparkan, Wa (dan) ingatlah — waiz gala
ibrahimu ij’al haza al-balada (ketika Ibrahim berkata: “Ya
Tuhanku jadikanlah negeri ini) yakni kota Mekah- Aminan
(negeri yang aman) memiliki keamanan, dan ternyata Allah
telah memeperkenankan «doanya. Maka:« Dia menjadikan
Mekah-. sebagai ‘kota. yang /suci, dilarang. didalamnya
mengalirkan darah-manusia, menganiaya seseorang, berburu
binatang buruannya, dan menebang pepohonannya- wa

ijnubni (dan jauhkanlah aku) hindarkanlah aku- wa baniyya

8 M Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah (Jakarta: Lentera Hati,
2002), Kelompok VIII. him. 385

? Ibid.
9 Syrat Ibrahim (14); 35



16

(beserta anak cucuku)- an na’budal asnam (menyembah
berhala-berhala)*.

Sedang menurut Shihab, ayat ini bukan saja
mengajarkan agar berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan
kota Mekah, tetapi juga mengandung isyarat tentang perlunya
setiap muslim berdoa untuk keselamatan dan keamanan
wilayah tempat tinggalnya dan agar penduduknya
memperoleh rizki yang melimpah. Sedangkan kata shanam
adalah berhala yang bernentuk manusia, sedangkan kata
watsan adalah batu apa saja yang dikultuskan. Nabi Ibrahim
AS memanjatkan doa ini setelah melihat di daerah sekitarnya
terjadi penyembahan berhala-berhala, penutup doa nabi
Ibrahim AS, Engkau maha pengampun lagi maha penyayang,
bukan berarti memohon pengampunan bagi para penyembah
berhala, tetapi menyerahkan kepada Allah SWT putusan
terakhir karena hanya Allah yang memiliki hak perogratif
menyangkut - pengampunan - atau. ; penyiksaan. Doa nabi
Ibrahim. AS di atas menunjukkan betapa halus budi beliau
dan betapa iba dan kasihnya terhadap umat-manusia*?.

Avyat lain yang terkait ialah,

1 Jalalain, Jalalain, him. 974

12 Shihab, Tafsir Al-Misbah., Kelompok V. him. 387
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Jalalain  menjelaskan, Lagod kana  lisabain

oz» “
. N
:

(sesungguhnya bagi kaum Saba’) lafal Saba’ dapat dibaca
dengan memakai harakat tanwin pada akhirnya, atau bisa
juga tidak. Saba’ adalah nama suatu kabilah bangsa Arab
yang diambil dari nenek moyang mereka- fi maskanihim
(ditempat kediaman mereka) di negeri Yaman- ayatun (ada
tanda) yang menunjukkan akan kekuasaan Allah SWT. —
Jjannatani (ada dua buah kebun) lafal ayat ini menjadi badal
dari lafal ayatun- ‘an yyaminin wa syimalin (di sebelah kanan
dan di sebelah kiri) lembah tempat mereka tinggal. Dan
dikatakan kepada mereka: kuliz min rrizgi robbikum wa
asykurii lahui (“makanlah oleh kalian dari rezeki Tuhan kalian
dan bersyukurlah. Kkalian. kepada-Nya). atas .apa Yyang
dikaruniakan-Nya kepada Kalian berupa nikmat-nikmat yang
ada di negeri-Saba’.- baldatun royyibatun ‘(negeri kalian
adalah negeri yang baik) tidak ada tanah yang tandus, tidak
ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada lalat pengisap darah,
tidak ada kalajengking dan tidak ada ular. Seandainya ada
orang asing lewat ke negeri itu dan pada bajunya terdapat

3 Surat Saba [34]: 15
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kutu, maka kutu itu otomatis akan mati karena harum dan
bersihnya udara negeri Saba’.- wa (dan) Allah- robbun
gofirun (Tuhan yang maha pengampun)*.

Menurut Shihab, ayat di atas bagaikan menyatakan;
Kami bersumpah bahwa sesungguhnya bagi kaum Saba’
ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka,
yaitu yang berlokasi tidak jauh dari kota san’a di Yaman
Selatan. Kedua tanda yang dimaksud yaitu dua kumpulan
kebun yang mengelilingi negeri mereka di sebelah kanan
dan di sebelah kiri. Kepada mereka Kami berpesan: “Wahai
penduduk Saba’, makanlah dari rizki yang di anugerahkan
Tuhan Pemelihara dan Pembimbing kamu dan bersyukurlah
kepada-Nya dengan menggunakan nikmat itu sesuai
petunjuk-Nya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik
aman sentosa buat kamu semua dan Tuhan yang
melimpahkan anugerah itu adalah Tuhan yang maha
Pengampun huat siapapun yang memohon ampun karena itu
bersyukurlah kepada-Nya dan ‘mohonlah ampun atas dosa-
dosamu®.

Lanjutnya, kata rayyib bermakna, sesuatu yang sesuai,
baik, dan menyenangkan bagi subjeknya. Negeri yang baik
antara lain adalah yang aman sentosa, melimpah rizkinya

dapat diperolen secara mudah oleh penduduknya, serta

1 Jalalain, Jalalain., him. 550
1> Shihab, Tafsir Al-Misbah, Kelompok I11. him. 589.
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terjalin pula hubungan yang harmonis antar anggota
masyarakatnya'®.
Ayat selanjutnya, ialah berbunyi;

G g@YT Iell] SUY

Shihab®® menjelaskan bahwa ayat di atas bersambungan
makna dan maksud dengan dua ayat sebelumnya.
Menurutnya, secara lengkap, maksud 3 ayat itu ialah; Aku
Allah bersumpah demi buah atau tempat tumbuhnya Tin dan
Zaitun , dan demi bukit Sinai, tempat Nabi Musa as
memperoleh wahyu Illahi, dan demi kota, yakni Makkah
yang aman ini, tempat nabi Muhammad saw pertama Kali
menerima wahyu. Dan diakhiri dengan al-Balad al-Amin
karena disanalah ‘Al-Qur an diturunkan pertama kali. Disini
dapat ditambahkan bahwa rasulullah saw menjelaskan arti
aman dan sejahtera kota itu dengan sabda;

“Sesungguhnya kota ini telah diharamkan (dalam
ilmu) ‘Allah sejak diciptakannya 'langit dan bumi
karenanya ia haram (terhormat dan suci) dengan
ketetapan “Allah 1tu ‘sampai hari’ Kiamat. Tidak
dibenarkan ¢ bagi /orang /. sebelumkd  untuk
melakukan peperangan disana, tidak dibenarkan
bagiku kecuali pada beberapa saat pada suatu
siang hari (HR. Muslim dari sahabat nabi saw, Ibn
Abbas ra)

1 1bid.
7 Surat At-Tin [95]: 3
'8 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah. him. 430
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Sayyid Quthb' menjelaskan ayat ini secara lebih
umum yakni, bahwa hakikat pokok yang dipaparkan surah ini
adalah hakikat fitrah yang lurus yang Allah menciptakan
manusia atas fitrah ini. Istigamah tabiatnya bersama tabiat
iman, dan sampainya fitrah iman itu bersama iman kepada
kesempurnaannya Yyang ditakdirkan untuknya. Hakikat
tentang jatuhnya manusia dan kerendahannya ketika ia
menyimpang dari fitrah yang benar dan iman yang lurus.

2. Negara dan Suksesi berdasarkan Sejarah Islam

Menyambung dari teori Al-Qur’an di atas, ada pula
tinjauan keberlangsungan kenegaran dan kebangsaan
berdasar pada praktik nabi SAW setelah berpindah ke
Madinah dengan tujuan membuat peradaban dan tatanan
sosial yang modern serta mengedepankan kepentingan sosial
dan kebaikan bersama. Tujuan tersebut, nabi SAW
aktualisasikan dengan membuat perjanjian kebangsaan yang
berlaku bagi seluruh-penduduk Madinah-pada kala itu.

Nabi yang kapasitasnya sebagai penjelas terhadap ayat
Al-Qur an, dalam menghadapi. masyarakat Madinah yang
majemuk antara golongan Muslim dan non Muslim,
khususnya kaum Yahudi, Nabi membuat perjanjian tertulis
dengan mereka, yakni Piagam Madinah. Isi perjanjian itu,

terutama menitikberatkan persatuan kaum Muslimin dan

19 sayyid Quthb, Tafsir Fi Dzilalil-Quran (Beirut; Darusy Syurug,
1992). him. 298
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kaum yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua
golongan, menekankan Kkerjasama, persamaan hak dan
kewajiban di antara semua golongan dalam mewujudkan
pertahanan dan perdamaian, dan mengikis segala bentuk
perbedaan pendapat yang timbul dalam kehidupan bersama.
Piagam Madinah merupakan dokumen kebangsaan dan
kenegaraan pertama yang dilakukan oleh nabi SAW.

Menurut Kamsi® terdapat prinsip-prinsip yang tertuang
dalam Piagam Madinah yang selanjutnya bisa diaplikasikan
kedalam praktik bernegara kontemporer, yakni. Pertama,
prinsip persaudaraan sesama manusia dalam kehidupan
bernegara berimplikasi pada timbulnya persatuan yang kokoh
dan toleransi beragama di antara warga yang majemuk.
Kedua, prinsip persamaan antar manusia berimplikasi pada
pelaksanaan musyawarah dan tegaknya keadilan. Ketiga,
prinsip kebebasan manusia mengimplementasikan kepada
kebebasan herpikir, dan kebebasan beragama. Oleh sebab itu,
hak-hak individu dijamin, kepercayaan dan keyakinan warga
Negara tetap - dijunjung - tinggi.. Keempat, mengambil
keputusan sendiri.

Dari keempat prinsip tersebut, akan berkembang
menjadi proses pembentukan produk hukum sehingga
menjadi konstitusi yang baku dan terbukukan sehinga dapat

20 Guru besar hukum Islam UIN Sunan Kalijaga dalam
pemaparannya
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diaplikasikan ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
sehari-hari.

3. Prinsip Suksesi Pada masa Khulafaur Rasyidin

Perdebatan kuat tentang suksesi terjadi dan berawal
pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal demikian
disebabkan oleh karena Muhammad tidak membentuk sistem
Negara yang formal, dan beliau juga tidak menunjuk siapa
yang akan menggantikannya nanti setelah beliau wafat®.
Ketika Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah, konflik
politik berkepanjangan berkaitan dengan pembunuhan
Usman, menjadikan timbulnya perang Jamal antara Aisyah
dan Ali. Pada masa ini perbedaan kepentingan akidah
dipolitisir lebih jauh menjadi sebuah kepentingan politik.
Dinamika politik ini kemudian melahirkan mazhab politik
Islam klasik yang terbagi dalam tiga mazhab besar yaitu
Sunni, Syi’ah dan Khawarij. Bagaimana pun, masalah suksesi
menjadi faktor pendorong bagi munculnya 3 aliran. Masing-
masing bersaing memperebutkan kekuasaan, dan akibatnya
masing-masing merumuskan teori- tentang khilafah sesuai
dengan kecenderungan dan kepentingan mereka.??

Perbedaan pendapat kaum Sunni, Syi’ah dan Khawarij

mengenai masalah suksesi setelah Nabi wafat menunjukkan

2! Mazro’atus Sa’adah, Pemikiran Suksesi dalam Politik, (Jurnal
Al-Tahrir, 2016) him. 368

22 1bid., him. 369
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satu dimensi non agama bagi pemecahan masalah. Hal ini
karena al-Qur’an dan Sunnah tidak menjelaskan mengenai
bentuk-bentuk  suksesi, atau patokan bagi bentuk
pemerintahan Islam?.

Kaum Sunni percaya bahwa pengganti Nabi adalah
Abu Bakar karena ia sahabat dekat Nabi yang dipilih
mendampinginya dalam hijrah dari Makkah ke Madinah. la
juga mertua Nabi dan penasihat kepala bagi umat, ketika
Nabi sakit ia yang menggantikan Nabi sebagai imam shalat.
Semua ini melambangkan kompetensi Abu Bakar untuk
menjadi pemimpin umat setelah Nabi wafat. Ini di antaranya
yang dijadikan alasan oleh kaum Sunni untuk membenarkan
pertemuan umat Islam Madinah, Anshar dan Muhajirin yang
melahirkan keputusan Saqifah Bani Sa’idah yang isinya
berupa kesepakatan penunjukan Abu Bakar (keturunan
Quraisy) sebagai pengganti Nabi, bahkan sebelum jenazah
Nabi dikuburkan?®*.

Kaum Sunni cenderung menyisihkan peran keagamaan
khalifah. Oleh karenanya, dalam politik-Sunni muncul istilah

Ijmak maksudnya bahwa umat sebagai komunitas historis

2 Ada beberapa ayat al-Qur’an yang menyebutkan kata “khalifah”
dan “hukm”, yang keduanya dipahami berhubungan dengan suatu sistem
kedaulatan dan bentuk pemerintahan. Namun makna dan cakupan kata
tersebut terlalu luas dan juga samar (zanniy al-dalalah). Qamaruddin
Khan, Political Concepts in the Qur’an, Penerj. Taufik Adnan Amal
(Bandung: Pustaka, 1987), him. 26

* Mazro’atus Sa’adah, Pemikiran Suksesi dalam Politik, him. 370
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bersandar pada syariah yang perkembangan historisnya
dibimbing secara ilahiyah dan keberlangsungannya dijamin
oleh otoritas ijmak (consensus) yang tidak mungkin salah
(infallible), ahl al-hall wa al- ‘agd yakni konsensus elit yang
berwenang menetapkan hukum, pemilihan khalifah, dan juga
bai’ah yakni sumpah setia dari umat pada khalifah yang
harus memimpin sesuai dengan syariah. Ketiga term inilah
(khilafah, ijmak, bai’ah) yang menjadi kunci dalam teori
politik kaum Sunni®.

Sedangkan bagi kaum Syi’ah, peristiwa di Ghadir
Khum ketika nabi Muhammad Saw. mengadakan perjalanan
setelah menunaikan ibadah haji yang terakhir (sebelum
wafat), dipercaya sebagai pertanda suksesi harus dilakukan.
Di tempat ini, menurut kaum Syi’ah, Nabi menunjuk Ali bin
Abi Thalib sebagai penggantinya, karena Ali adalah menantu
dan sepupunya. Bagi kaum Syi’ah tidak masuk akal jika Nabi
tidak memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin umat
setelah beliau wafat. Terlalu penting menyerahkan pemilihan
pengganti. Nabi. pada individu-individu biasa yang mungkin
salah dalam memilih orang untuk posisi tersebut. Kaum
Syi’ah menekankan masalah kepribadian, bahwa Ali adalah
pengganti yang sah karena kapasitas intelektualnya yang
hebat dan dipandang sebagai orang yang paling dekat dan

% M. Din Syamsuddin, Islam Dan Politik Era Orde Baru (Jakarta:
Logos, 2001), him. 92
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paling mencintai Nabi. Bagi kaum Syi’ah, hanya orang yang
mempunyai hubungan dekat dengan Nabi yang dapat
memiliki kualitas pengetahuan dan ketidakmungkinan untuk
berbuat salah (ishmah) serta memiliki kemampuan untuk
menegakkan kepemimpinan yang adil secara absolut dan
permanen?.

Kaum Syi’ah berusaha membentuk teori-teori politik
mereka atas dasar wahyu dan akal dengan mengajukan
konsep imamah (kepemimpinan), walayah (kepatuhan), dan
ishmah (ketidakmungkinan salah) bagi imam. Doktrin Syi’ah
ini cenderung menekankan fungsi keagamaan daripada
khalifah. Bagi kaum Syi’ah, kepemimpinan (imamah) umat
Islam pada dasarnya merupakan legitimasi ketuhanan yang
ditransmisikan lewat garis Nabi, sehingga legitimasi politik
harus berasal dari legitimasi keagamaan dan ini hanya milik
para keturunan Nabi (jalur Ali). Oleh karenanya dalam teori
politik Syiah dikenal adanya imamah, walayah, dan ismah?’.

Berbeda ', dengan,  kaum /Sunni = dan ( Syi’ah, Kaum
Khawarij. mencoba- mengkaitkan .masalah-masalah politik
dengan prinsipprinsip al-Qur’an ketika mereka memandang
bahwa tahkim (dalam peristiwa Shiffin) sebagai pelanggaran

atas kehendak Tuhan. Dalam paradigma politik kaum

% Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought (Austin:
University of Texas Press, 1982), him. 5

" Mazro’atus Sa’adah, Pemikiran Suksesi dalam Politik, him. 370
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Khawarij, pemilihan khalifah harus dilakukan oleh umat
Islam secara luas. Setiap muslim, lepas dari ras, kelas sosial
dan latar belakang keluarga, mempunyai hak untuk memilih
dan dipilih menjadi pemimpin?.

Dari ketiga mazhab politik ini (Sunni, Syi’ah,
Khawarij), kemudian muncul ide pemikiran politik yang
sangat kompleks dan berkepanjangan. Sejak munculnya
perbedaan-perbedaan pada masa awal Islam yang berkaitan
dengan kepentingan-kepentingan keagamaan, ketiga mazhab
ini telah mengembangkan versi Islam yang berbeda dan
membentuk perkumpulan keagamaan yang berbeda-beda
pula. Dalam konteks ini, pemikiran politik Islam menjadi
subordinat dan - merupakan bagian dari teologi dan
jurisprudensi Islam.

Dalam  pemikiran politik Islam  pra modern®,
setidaknya sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran
Yunani khususnya < Plato . terutama «pada. masa Abasiyah,
sangat memberikan perhatian yang besar terhadap legitimasi
terhadap -status. quo, serta lebih cenderung smenampilkan

28 Syamsuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, him. 92.

» Masa pra modern adalah periode saat dunia Islam di bawah
dominasi umat Islam yang secara relatif termasuk ke dalam suatu
“kesatuan politik”, pemikiran politik Islam dimaksudkan untuk
memberikan solusi yang umum pada problema hubungan antara Islam
dan politik. Tokoh-tokohnya adalah al-Bagillani, al-Mawardi, Ibnu
Taimiyah, Ibnu Khaldun, al-Gahzali, al-Farabi, dan Ibnu Sina.
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bentuk-bentuk yang idealis daripada yang operasional®.
Pergumulan antara bahasan isu-isu politik dalam kerangka
keilmuan Islam dengan perkembangan ide-ide dalam
persoalan-persoalan sosio-kultural, ekonomi, dan politik
membawa berbagai kecenderungan dalam pemikiran politik
Islam periode pramodern ini yaitu kecenderungan juristik,
kecenderungan birokratisadministratif, dan kecenderungan
filosofis.*! Dan pada masa selanjutnya, secara ilmu sosial,
suksesi menjadi sebuah teori praksis yang mampu
mendominasi dan merepresentasikan kepentingan yang
dominan dari sebuah kelompok masyarakat®.
F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif,
yaitu mengkaji penampakan atau fenomena yang mana antara
fenomena dan kesadaran tidak terisolasi satu sama lain,
melainkan selalu berhubungan secara dialektis™®.

Metode: penelitian, deskriptif.digunakan,karena metode
ini  merupakan sebuah metode yang digunakan untuk

% Mazro’atus Sa’adah, Pemikiran Suksesi dalam Politik, him. 371.
Lihat juga Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan
Pemikiran, (Jakarta: UIP, 1993), him. 42

% 1bid., him. 372

%2 Nasiwan dan Yuyun Sri Wahyuni, Seri Teori-teori Sosial di
Indonesia (2016). him 37

%3 Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan
Publik, dan llmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), him. 68
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mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena,
misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang
berkembang, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk

menjawab masalah secara aktual®*

. Oleh karenanya, penulis
beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai
dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu®.

Peneliti hendak dan telah melakukan penelitian dengan
menggambarkan secara rinci dan mendalam tentang segala
sesuatu yang ada dan terjadi terkait dengan prinsip suksesi,
sistem birokrasi, telaah hukum yang berlaku, dan telaah
relevansi  hukum Keraton yang diterapkan, termasuk
kebijakan-kebijakan Sultan dalam suksesi kepemimpinannya.
Sebelum terjun ke lapangan, peneliti mempersiapkan terlebih
dahulu apa saja yang. akan - dipersiapkan rdan dibutuhkan
selama. 'penelitian berlangsung. = Adapun _ tahap-tahap
penelitian yang-dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1.  Tahap Persiapan
Pada tahap ini yang pertama peneliti lakukan adalah

melakukan pra penelitian terlebih dahulu. Peneliti datang ke

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2013), him 19

% lbid., him 3
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Kasultanan Ngayogyakarta mengajukan izin penelitian dan
menanyakan tentang sistem birokrasi internal Kasultanan
Ngayogyakarta. Setelah mendapat gambaran umum tentang
sistem birokrasi yang diterapkan dan dijalankan oleh
Kasultanan tersebut, peneliti membuat rancangan penelitian
dengan menentukan masalah yang akan diangkat, membuat
latar belakang masalah, menentukan metode dan teknik
penelitian serta menentukan segala hal yang menunjang
penelitian yang bersifat teknis, seperti waktu, tempat, dan
subjek. Sebelum melakukan penelitian ke lapangan peneliti
juga menyiapkan instrumen penelitian seperti pedoman
wawancara, pedoman observasi dan studi dokumentasi. Pada
tahap ini, peneliti telah sedikitnya mewawancarai yang akan
dijadikan sumber data pada penelitian sebelumnya.
2. Tahap Pelaksanaan

Peneliti yang pada semula berperan sebagai human
instrument - dengan - metodepengambilan - datanya adalah
wawancara, observasi, dan meminta dokumen dan berupaya
melakukan penelitian secara mendalam untuk mengumpulkan
data yang diinginkan, pada akhirnya penelitian ini berbasis
Library research. Peneliti melakukan studi-studi kepustakaan
dengan menelah berbagai sumber kredibel mengenai suksesi
yang terjadi di Kasultanan Yogyakarta.

Berkaitan dengan Library Research, sebagaimana

dikutip oleh Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi dalam



30

bukunya Penelitian hukum, Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji menyebutkan bahwa penelitian hukum kepustakaan
disebut juga penelitiaan hukum normatif®, karena dilakukan
dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder
saja®. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai
penelitian yang meletakan hukum dalam sebuah bangunan
sistem norma. Maksud dari sistem norma adalah mengenai
asas-asas, norma, kaidah peraturan perundangan, putusan
pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).* Kaitannya
dengan penelitian ini, objek penelitiannya adalah prinsip
suksesi dalam hukum Keraton Yogyakarta atau paugeran dari
tinjauan sejarah karaton dan kaitannya dengan pelaksanaan
UUK DIY Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengisian jabatan
gubernur.

Pendeketan dalam  penelitian hukum  normatif
merupakan bahan untuk mengawali sudut pandang dan
kerangka berpikir peneliti; dalam :melakukan;analisis®* serta
ekplanasi  hukum®. “Grand /Approach  (gerbang utama

% Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, Penelitian Hukum
(Legal Research) (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), him. 19.

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif: Suatu tinjauan singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 13.

% Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 34.

¥ 1bid., him. 184

0 Johnny lbrahim, Teori dan Metodoligi Penelitian Hukum
Normatif, cet. 6 (Malang: Bayu Media, 2012), him. 299-300.
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penelitian) yang digunakan dalam penelitian ini ialah
Siayasah Dusturiah dari lbn Taimiyyah dan Imam Mawardi
mengenai kepemimpinan dengan maksud secara teknis ialah
memposisikan teori tersebut pada ranah kajian analisis data
yang berbasis pada kesejarahan.

Kendatipun demikian, terdapat beberapa complement of
approach (pendekatan pelengkap) yang digunakan juga
dalam penelitian ini setelah melalui gerbang utama, yakni
berupa pendeketan yuridis (peraturan perundang-undangan
sebagai dasar analisis penlitian hukum)*, politik hukum
(memandang politik secara fungsional)*, secara historis
(berbasis data sejarah), antropologi-historis.

Adapun pendekatan antropologi yang dimaksud
memiliki tujuan guna memfokuskan penelitian pada diri
perseorangan. Hal demikian disebabkan oleh pemegang
kendali sebuah objek kaji penelitian dipegang penuh oleh
seorang Sultan.; Secara. singkat. dapat -dipahami bahwa
antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu
pengetahuan -sosial- yang . memfokuskan -kajiannya pada

manusia®®. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini

* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif , hIm. 15.

*2 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, cet. 6 (Jakarta:
Grasindo, 2007), him. 21

* Dedi Mahyudi: Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam
Studi Islam (2016), him. 208
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menitikfokuskan pada kejadian alamiah pada masa lampau
dengan seorang Sultan melalui wewenang dan kebijakannya
sebagai titik fokus utama.

Ada 4 (empat) ciri fundamendal cara kerja pendekatan

antropologi*, yaitu sebagai berikut:

1. Bercorak descriptive, bukannya normatif.

2. Local practices , yaitu praktik konkrit dan nyata di
lapangan.

3. Antropologi selalu mencari keterhubungan dan
keterkaitan antar berbagai domain kehidupan
secara lebih utuh (connections across social
domains).

4. Comparative

Dalam penelitian  kualitatif, menurut Sugiyono®,

peneliti harus berinteraksi langsung dengan sumber data.
Dengan demikian peneliti kualitatif harus mengenal betul
orang yang memberikan data.

1. Subjek dan Tempat penelitian

a. Subjek Penelitian
Hemat penulis, subjek penelitian merupakan pihak-
pihak yang berperan aktif dalam keberlangsungan penelitian
dalam penggalian data, atau dapat diartikan pihak-pihak yang

dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Adapun

*1bid., him. 210
5 Ibid., him 23
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subjek penelitian ini ialah buku-buku yang dijadikan sebagai
sumber acuan perumusan hukum, terlebih mengenai
mengenai suksesi, yang terjadi di Kasultanan Yogyakarta.
Adapun sebagai penguat data, dikonfirmasi oleh Pengageng
tepas Widyabudaya Kasultanan Yogyakarta dan KRT
Jatiningrat, lebih dikenal dengan julukan Romo Tirun,

Sebagai Pengageng Tepas Kehukuman Keraton.

b. Tempat Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di
sumber-sumber kepustakaan, seperti Perpustakaan, baik milik
UIN Sunan Kalijaga ataupun Perpustakaan yang lain, dan
seekali meninjau Tepas Widyabudaya Keraton Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat.
2. Teknik Pengumpulan Data

Arikunto®®  mendefinisikan metode atau teknik
pengumpulan data sebagai ‘cara-cara ‘yang dapat digunakan
olen _peneliti © ‘untuk:  mengumpulkan" “data.. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif adalah
dengan menggunakan studi pustaka dari bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Penelurusan bahan hukum

tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengar,

*¢ Dalam Manajemen Penelitian, (Jakarta, PT. Rineka Cipta,
2009), him. 100-101
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serta memahami bahan hukum tersebut*’. Adapun dalam
penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan menggunakan studi pustaka terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang utama yang
digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah Observasi
kepustakaan, atau dikenal Kajian Literasi. Namun sesekali
meminta konfirmasi dan tambahan data melalui Pengageng

Tepas Widyabudaya Kasultanan Yogyakarta.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber-sumber
penelitian untuk memecahkan permasalahan, redaksi
hukumna yaitu bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian
hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu, bahan primer dan
bahan sekunder*®, Bahan hukum primer adalah bahan hukum
yang mengikat* dan bahan hukum yang bersifat autoritatif*°
(sumber hukum yang telah- memiliki kekuatan hukum),
seperti- perundang-undangan,’ catatan-catatan” ‘resmi atau

risalah dalam ' pembuatan undang-undang ‘atau putusan

*T Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum,
him 160.

*8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,
2013), him. 181.

*® Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2013), him. 113.

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, him. 165
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hakim®. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum
primernya ialah buku-buku yang menjadi sumber rujukan
karaton Yogyakarta dalam membahas dan mengkaji paugeran
dan catatan-catatan sejarah milik karaton Yogyakarta. Selain
dua hal tersebut, juga UUK DIY yang menjadi sumber bahan
dalam melakukan analisis tertutama dalam poin dan pasal
pengisian jabatan gubernur dan suksesi.

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan data atau
informasi yang memberikan penjelasan pada bahan hukum
primer®, atau karya tentang hukum yang dipublikasikan
meliputi buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum, dan
komentar para ahli dan putusan pengadilan®. Adapun dalam
penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder ialah
buku-buku kesejarahan dan catatan yang terkait tentang data
primer. Terdapat banyak sekali buku-buku sekunder yang
menunjang, namun peneliti mengambil beberapa buku
sebagai bahan hukum sekunder dengan; indikasi bahwa buku
tersebut. juga dijadikan rujukan dalam ‘membahas hukum
karaton.

51 Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), him. 47

52 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, him. 165.
58 Ibid., him. 181.
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4. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif analisis, diawali dengan
mengelompokkan data dan informasi mengenai suksesi
dalam paugeran merunut pada data sejarah. Setelah itu
dilakukan analisis tentang prinsip suksesi menggunakan teori
siyasah dusturiyah dan relevansi prinsip tersebut dengan
prinsip suksesi yang diajukan oleh kaum Sunni, Khususnya
Al Mawardi dan Ibn Taimiyyah dalam Kkaitannya
menjalankan Undang-Undang Keistimewaan DIY>*, terutama
poin atau pasal yang berkenaan dengan sistem pengisian dan

pemilihan jabatan gubernur.

5. Teknik Interpretasi
Peneliti melakukan penafsiran dengan memperhatikan
beberapa hal: pertama adalah context atau situasi di seputar
dokumen teks yang diteliti®®. Diharapkan dapat memahami
the nature (kealamiahan), dan culture meaning (makna
kultural) ‘dari artifact (teks) yang- diteliti*®®*.-Kedua adalah
proses isi pesannya dikreasi secara aktual dan diorganisasikan

secara bersama. Ketiga adalah emergence, yakni

% Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum
(Bandung: Mandar Maju, 2008), him. 124

% Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja
Grafindo, 2012), him. 203

% Ibid., him. 204
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pembentukan secara gradual atau bertahap dari makna
sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasi®’.
G. Sistematika Pembahasan

Susunan pembahasan yang hendak dilakukan akan
diawali oleh keresahan ilmiah peneliti mengenai fenomena
lapangan yang tertuang pada judul lalu dijabarkan pada latar
belakang dan rumusan masalah. Uraian ini akan dituliskan
dalam bab pertama yang setidaknya berisi latar belakang
penelitian, rumusan masalah, dan tujuan dan kegunaan
penelitian. Dilanjutkan dengan pandangan idealis mengenai
topik yang terdapat pada judul melalui kacamata teoretik dari
berbagai sumber atau beberapa ahli. Uraian ini akan di
tuangkan pada bab selanjutnya, yakni bab 2. Langkah ini
ditujukan agar peneliti dapat menemukan makna yang utuh
dari topik yang sedang dikaji. Selain itu, juga karena supaya
tidak adanya ambiguitas pada topik kaji sehingga tidak
menimbulkan. mispersepsion antara peneliti.dan pembaca.

Langkah selanjutnya ialah peneliti mencari data melalui
kepustakaan guna-mendapatkan dan menggali data yang
dibutuhkan dan atau informasi yang menunjang terhadap
penelitian terkait. Selain itu, juga guna mendapatkan dan
memaparkan awal kemunculan hukum yang terdapat dan
berlaku di Keraton Kasultanan Yogyakarta, terutama

memfokuskan pada prinsip suksesi dalam paugeran. Langkah

*" 1bid.
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ini bertujuan untuk membahas awal kemunculan hukum di
Keraton. Uraian tentang ini akan tertuang ada bab 3.

Setelah mendapatkan data, peneliti merumuskan poin-
poin dari data untuk dituliskan pada bab yang mengkaji dan
menyajikan tentang temuan guna menjawab rumusan
masalah penelitian menggunakan pisau analisis teoretik yang
digunakan. Pembahasan ini akan dapat ditemukan pada bab 4
yang berisikan atas pertanyaan mengenai korelasi hukum
Islam dengan Paugeran dan relevansi Paugeran dengan
hukum nasional, terkhusus UUK Nomor 13 Tahun 2012.

Setelah mendapatkan kajian yang utuh, peneliti akan
menarik kesimpulan berdasar data dan kajian guna
mendapatkan intisari dari penelitian yang telah dilakukan.
Langkah ini guna menegaskan dan menjawab secara jelas
rumusan masalah penelitian. Dan uraian langkah ini dapat

ditemukan pada bab akhir, yakni bab 5.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Yogyakarta merupakan satuan daerah yang ada dalam

wilayah kesatuan Negara Reapublik Indonesia, dengan status
Istimewa. Status yang demikian menjadikan Yogyakarta
memiliki dan mendapat perlakuan khusus yang diberikan
oleh Republik Indonesia terhadap Yogyakarta. Perlakuan
khusus yang dimaksud ialah berupa dalam bidang
pengelolaan birokrasi, eksistensi kerajaan, pertanahan, dan
kepemilikan harta bagi para petinggi kerajaan. Semua
perlakuan khusus tersebut tertuang dan termaktub secara jelas
dan baku dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meski hari ini Yogyakarta merupakan bagian dari
negara Indonesia, tak ada satupun tatanan di Yogyakarta yang
berubah ‘atas ' nama negara = Indonesia. 'Semua masih
menjalankan 'sistem terdahulu-dengan mempertimbangkan
keadaan dan kebutuhan yang berkaitan dengan Yogyakarta.
Artinya, bentuk Kasultanan Yogyakarta tidak bergantung
pada bergabungnya Yogyakarta menjadi bagian wilayah
Indonesia dan terus berlangsung meski bergabung dengan
negara yang notabene merupakan negara dengan menganut

sistem demokrasi.
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Hal demikian berimbas pada keberlangsungan urusan
Indonesia yang berkaitan dengan Kasultanan Yogyakarta
hanya bersifat administrasi, seperti pelaporan keuangan,
pelaporan kebijakan, dan pelaporan perpajakan. Imbas lain
ialah, bahwa suksesi yang terjadi di Kasultanan Yogyakarta
secara penuh diserahkan pada urusan internal Kasultanan
dengan menggunakan sistem hukum Kasultanan; paugeran.
Negara hanya mengakomodir dan mengamini sistem hukum
Kasultanan tersebut melalui UU Nomor 13 Tahun 2012 yang
pada intinya mengakui dan mengesahkan hukum paugeran
dengan sistem turun-temurunnya; non-public election.

Sejak terdahulu hinga hari ini, seperti diulas
sebelumnya, Kasultanan Yogyakarta tetap menggunakan
sistem nagari. Meski secara admnistrasi modern merupakan
bagian wilayah, namun secara kekuasaan dan pengaruh masih
tetap sama sepereti sebelum tergabung dalam satuan wilayah
NKRI. Sistemnagari .ialahsistem dengan. pengaturannya
secara - penuh berada. ditangan Sultan dan_ Kasultanan.
Kasultanan Yogyakarta dalam- melaksanakan sistem nagari
ini menggunakan hukum Islam sebagai pendekatan urusan
kenegaraan dengan ciri khas ialah mengedepankan nilai-nilai
kemanusiaan dan keamanan dalam membentuk kebijakan.

Setidaknya, terdapat dua prinsip atau Syarat yang harus
dijalankan dan selalu dijalankan oleh Sultan Yogyakarta yang

sedang bertahta dalam menentukan calon penerusnya;
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suksesi. Yakni prinsip secara pelaksanaan dan prinsip secara
kualifikasi calon penerus. Prinsip dari segi pelaksanaan ini
berkaitan dan mempertimbangkan dengan aspek eksistensi
dan keberlangsungan Kasultanan secara menyeluruh. Artinya,
keberadaan Kasultanan menjadi titik kaji dan pertimbangan
yang utama dalam merumuskan pertimbangan prinsip ini.
Eksistensi Kasultanan merupakan tugas utama yang harus
diemban oleh setiap Sultan yang bertahta, hal demikian
dikarenakan, selain karena wasiat para raja terdahulu yang
merupakan bagian dari paugeran, juga karena paugeran
sendiri menganut sistem hukum kebudayaan dan warisan.
Sudah menjadi barang tentu dan wajib dalam
mempertahankan  keberadaan dan  keberlangsungan
Kasultanan secara menyeluruh. Sedangkan prinsip dari segi
kualifikasi calon Sultan ialah kemampuan yang harus dimiliki
oleh calon Sultan sebelum penobatan menjadi seorang Sultan.
Hal ini berkaitan dengan tata pelaksanaan atau birokrasi dan
rumahtangga  Kasultanan Yogyakarta. Prinsip 'ini, secara
tertulis baru -pertama. kali ada ialah, pada \masa Sultan
Hamengku Buwono V.

Adapun prinsip suksesi Kasultanan dari segi
pelaksanaan ialah prinsip perang, maskulinitas gender,
pengakuan, dan kecakapan mental social. Empat prinsip
tersebut menjadi acuan dan pertimbangan Sultan sejak dulu

hingga hari ini dalam menentukan calon suksesornya.
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Pertama, prinsip perang. lalah prinsip yang menitikberatkan
pada kajian dan pertimbangan eksistensi Kasultanan dari
serangan musuh dan pemberontak. Prinsip ini mengakibatkan
seorang calon Sultan harus mengetahui ilmu perang dan
menguasai medan perang yang akan di hadapi, baik berupa
ancaman atau tantangan.

Kedua, yakni prinsip maskulinitas gender. Prinsip ini
merupakan perwujudan dan implikasi dari  prinsip
sebelumnya dengan menggunakan pendekatan historikal,
baik secara kontekstual ataupun tekstual. Prinsip ini
menekankan pada kegagahan dan kegigihan seorang Sultan
dalam melaksanakan kepemimpinannya, baik di medan laga
ataupun sebagai raja. Secara tekstual dengan historikal
sebagai pendeketan utama, prinsip ini mengharuskan bahwa
Sultan haruslah berasal dari kalangan laki-laki.

Ketiga, yakni prinsip pengakuan. lalah pandangan dasar
yang berhulu. pada -diterimanya seorang. Sultan atau calon
Sultan oleh “semua golongan, terutama pihak ndalem
termasuk-Sultan. Secara teknis, prinsip. ini- berfungsi untuk
memperkuat posisi Sultan dihadapan seluruh Trah dan rakyat
yang pada kemudian akan berimbas pada kepercayaan dan
wibawa seorang Sultan dihadapan rakyat nagari. Prinsip ini
dihasilkan melalui proses penjajagan selama seorang Sultan

menjadi seorang atau bergelar Mangkubumi. Indikator
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penilaian pada proses ini ialah seperti tertuang dalam serat
asthabrata.

Keempat, yakni kecakapan mental sosial. Maksudnya
ialah kemapanan psikis seorang Sultan atau Mangkubumi
dalam menghadapi kritik, aduan, dan tuduhan, yang berasal
dari segala sumber, baik rakyat, Trah, ataupun berasal dari
dunia luar. Prinsip ini dilahirkan pula dari proses penjajagan
seorang Sultan selama menyandang gelar Mangkubumi.

Keempat prinsip di atas merupakan prinsip
keberlangsungan atau pelaksanaan suksesi Kasultanan
Yogyakarta. Sedangkan terdapat pula prinsip dari segi
kualifikasi calon Sultan, yakni sesuai pada yang tertuang
dalam serat asthabrata. Yaitu;

1. Sifat dewa Endra ; sifat ini menitik beratkan pada
bahwa Sultan atau mangkubumi harus memiliki
wawasan dan pengetahuan yang luas.

2. Sifat, dewa. Yama: Wicaksuh ;. yakni- sikap benci
terhadap kejahatan dan adil dalam menindak tanpa
melibatkan-emosi.

3. Sifat dewa Surya ; inti sifat ini ialah pandai dalam
urusan kehartaan, baik mencari atau mengolah dan
mendistribusikan harta.

4. Sifat dewa Candra ; yakni pandai olah asmara. Titik

substansial dari sifat ini ialah kemapanan seorang
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Sultan dari segi emosional dan kejiwaan, terutama
jika berkaitan dengan urusan perasaan dan hati.

5. Sifat dewa Bayu ; yakni rajin dan tekun dalam
bekerja dan benci kepada pemalas. Sikap ini harus
diwujudkan dalam mengabdi kepada nagari.

6. Sifat dewa wisnu ; suka bermatiraga untuk
mendekatkan diri kepada yang abadi. Sikap ini yang
kemudian hari disebut dengan zuhud raja tirakat
raja.

7. Sifat dewa Brama ; yakni keras terhadap musuh
serta selalu siap siaga menjaga seluruh wilayahnya
dari serangan musuh. Sifat ini yang kemudian
memunculkan. prinsip perang seperti pada ulasan
sebelumnya.

8. Sifat dewa Baruna ; yakni bersifat kesatria, berilmu,
karena gemar mencari ilmu, dan cinta sesama. Sikap
ini; yang ; kemudian ;menjadi »pemahaman yang
dijalankan  ketika perang bahwa ‘seorang Sultan
berposisi —sebagai. pejabat -tertinggi dan akan
menentukan semua al yang berkaitan dengan perang.

Selanjutnya, kerajaan Islam yang dianut oleh

Kasultanan sudah berlangsung sejak lama. Hal demikian
memberikan pengaruh dan corak terhadap seluruh praktik
kehidupan yang ada di Yogyakarta, baik dilingkup

Kasultanan ataupun masyarakat biasa. Hukum Islam dalam
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kaitannya dengan suksesi menjadi nilai-nilai filosofis yang
kemudian melebur ke dalam ajaran dan aturan dalam
paugeran, seperti syarat yang diajukan oleh Al Mawardi
seperti, adil, memiliki ilmu yang memadai untuk berijtihad,
sehat panca inderanya, memiliki kemampuan menjalankan
pemerintahan, berani melindungi wilayah kekuasaan Islam,
berjihad untuk memerangi musuh, dan ditambahi oleh Ibn
Taimiyyah, yakni al-quwwah, yang kemudian melebur ke
dalam prinsip asthabrata.

Selain hal di atas yang masih berkaitan dengan suksesi,
syarat yang diajukan olen Al mawardi dalam proses
penjajagan seorang Mangkubumi, seperti adil (objektif),
mengetahui = dengan baik kandidat kepala negara, dan
memiliki wawasan yang luas serta kebijakan sehingga dapat
mempertimbangkan hal-hal terbaik untuk negara, juga telah
dilaksanakan dengan wujud sebagai Trah. Pasalnya, tidak
semua Trah. Kasultanan.  bisa ‘menjadi- penilai seorang
mangkubumi, - setidaknya harus Trah ‘yang.  senior dan
berpengalaman- dalam - urusan - Kasultanan.-Prases ini yang
dalam bahasa Al mawardi disebut dengan ahl al-4al wal al-
‘agd dan dalam bahasa Ibn Taimiyyah dengan sebutan al-
Syawkah.

Secara potret negeri, sistem yang dibangun oleh
Kasultanan Yogyakarta juga telah melaksanakan tiga pilar

utama sebuah negara Islam (Daulah Islam), yakni kedaulatan
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hukum, wilayah, dan rakyat. Kedaulatan tersebut yang dalam
bahasa haekal sebelumnya, yakni menggunakan istilah
Prinsip persaudaraan sesama, Prinsip Persamaan, Prinsip
Kebebasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe negara
yang dianut dan dijalankan oleh Kasultanan Yogyakarta dari
dulu hingga hari ini dengan menggunakan teori Ibnu Khaldun
ialah bentuk negara mulk siyasi dengan tipe siyasah diniyyah
(politik keagamaan). Hal demikian didasarkan pada
nomokrasi Islam yang terjadi di dalamnya dan tidak
terjadinya hukum rimba dalam pelaksanaanya kekuasaan
kerajaan meski dipimpin oleh seorang raja. Adapun jika
ditinjau melalui prinsip yang dikemukakan oleh Abu A’la al-
Maududi -seperti pada pemaparan sebelumnya— dapat
dikatakan bahwa nagari Kasultanan Yogyakarta telah
menerapkan sejak lama ketiga prinsip tersebut, yakni tauhid,
risalah, dan khilafah.

B. Saran
Yogyakarta: yang merupakan bagian_wilayah dari

Indonesia, telah ‘berjalan sejak jauh: sebelum Indonesia
merdeka. Yogyakarta tetap menggunakan sistem kerajaan
dengan seorang Sultan sebagai pemimpin tertingginya; raja.
Tak berbeda dengan kerajaan pada umumnya, Kasultanan
Yogyakarta juga dalam urusan suksesi menggunakan prinsip
turun temurun dengan menggunakan hukum Islam sebagai

nilai-nilai dasar disetiap momen-momennya.
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Fakta hari ini, seperti di ulas diatas bahwa Yogyakarta
merupakan bagian dari wilayah negara Indonesia dengan
menyandang status istimewa. Hak istimewa tersebut tertuang
dan termaktub dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan DIY. Meski demikian, setidaknya terdapat tiga
hal yang masih tertutup atau sukar untuk diteliti secara
terbuka, yakni suksesi, keuangan yang mencakup laporan,
pendapatan, dan pengelolaan, dan yang terakhir pertanahan.
Khusus bagian suksesi, setidaknya penelitian ini sudah
mampu menjawab gambaran umum mengenai koridor dalam
melaksanakan suksesi di Kasultanan Yogyakarta. Namun di
dua sisi yang lain, masih belum terdapat penelitian yang rinci
yang berdasarkan lapangan riil Kasultanan Yogyakarta.

Perlu adanya penelitian pada masing-masing segmen
dari dua sekmen yang tersisa di atas, yakni keuangan dan
pertanahan. Baik dari segi pengelolaan, pelaporan, dan hal-
hal lain yang terkait; dengan dua sekmen  tersebut, seperti
penggunaan, kebijakan, dan pemanfaatan. Penelitian tersebut
bisa didasarkan.pada hukum poisitif seperti-yang dianut oleh
negara Indonesia, atau hukum internal Keraton; paugeran.
Pasalnya, dua sekmen di atas selalu menjadi titik awal
keributan dikalangan masyarakat, baik pendatang baru
Yogyakarta ataupun yang sudah menetap lama di

Yogyakarta.
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